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Pabrik pengolahan rajungan di Propinsi Lampung telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu Produk (SMMP) sejak tahun 1998.  Walaupun telah menerapkan 

SMMP, pabrik tersebut masih dikomplain oleh konsumennya karena mutu produk 

hasil olahannya. Untuk mengurangi komplain konsumen, penerapan SMMP perlu 

dievaluasi. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi SMMP “value added” rajungan 

(Portunus pelagicus) untuk menyusun strategi perbaikan SMMP, dan menerapkan 

strategi perbaikan SMMP untuk mengurangi komplain konsumen.  Metode survei 

dan wawancara diterapkan dalam penelitian ini untuk mengetahui penyebab 

komplain konsumen.  Penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap evaluasi 

SMMP dan tahap implementasi hasil evaluasi SMMP.  Tahap evaluasi terdiri atas, 

(1) menentukan responden survei Strentgh, Weakness, Opportunity, dan Threat 

(SWOT) dan responden Analytical Hierarchy Process (AHP), (2) meminta 

responden survei SWOT mengisi kuesioner untuk menyusun strategi perbaikan 

SMMP value added rajungan, dan (3) meminta responden AHP untuk mengisi 

kuesioner tentang pemeringkatan strategi perbaikan SMMP dengan metode AHP.  

Tahap implementasi terdiri atas (1) melaksanakan hasil perbaikan SMMP selama 80 

hari mulai dari penerimaan bahan baku sampai proses ekspor, dan (2) memonitor dan 

mencatat  pelaksanaan perbaikan SMMP untuk menentukan tingkat complain 

konsumen. Evaluasi SMMP menghasilkan 8 strategi perbaikan SMMP yamg urutan 

prioritasnya dianalisis dengan metode AHP dan meghasilkan 3 prioritas perbaikan 

SMMP. Tiga prioritas tersebut yaitu (1) memperbaiki sarana dan prasarana ruang 

produksi sesuai dengan persyaratan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

khususnya penambahan lampu UV untuk memudahkan pengecekkan serpihan benda 

asing agar tidak terikut dalam daging rajungan, (2) memotivasi seluruh karyawan 

untuk bekerja mengikuti SMMP yang telah diperbaiki secara ketat, dan (3) 

memonitor dan mengevaluasi hasil kerja seluruh karyawan sesuai dengan SMMP 

yang telah diperbaiki.  Sejak implementasi 3 prioritas SMMP tersebut, komplain 

konsumen tidak terjadi lagi selama enam bulan terakhir.  Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dapat menghindari kerugian finansial akibat komplain konsumen sebesar 

Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) lebih per tahun. 

Kata Kunci : AHP, Analisa SWOT, pabrik pengolahan rajungan, sistem 

manajemen mutu produksi, dan value added rajungan. 



 

ABSTRACT 

EVALUATION AND IMPLEMENTATION OF QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM OF "VALUE ADDED" MEAT CRAB  

(Portunus pelagicus) PRODUCTION AT CRAB PROCESSING PLANTS  

IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

Okta Amelia 

Crab processing plants in Lampung Province have been implementing 

Production Quality Management System (PQMS) since 1998.  Although have 

been implementing the PQMS, the processing plants are still complained by 

consumers because of product qualities. The consumer complain indicates that the 

PQMS has to be improved.  Objectives of this research were to evaluate QMS of 

“value added” crab meat production in order to develop improvement strategies of 

the QMS of “value added” crab meat production, and to implement the improved 

QMS in order to reduce consumer complaints.  Methods used in this research 

were survey and interview. This research comprised of two phases, namely 

evaluation of the QMS of “value added” crab meat production, and 

implementation of the improved-QMS.  The first phases consisted of three steps, 

namely: (1) determined respondents of Strength, Weakness, Opportunity, And 

Threat (SWOT) survey and respondents of Analytical Hierarchy Process (AHP), 

(2) asked SWOT-survey respondents for filling out questioners in order to 

develop improvement strategies of the QMS of value-added meat crab production, 

(3) asked for AHP respondents for filling out questioners about ranking of the 

improvement strategies using AHP methods.  The second phases consisted of two 

steps, namely: (1) implemented the improved QMS of value-added meat crab 

production for 80 days starting from receiving meat crab raw materials up to 

exporting products, (2) monitored and recorded the implementation of the 

improved QMS of value-added meat crab production. Results of the PQMS 

evaluation was eight improved strategies which were ranked with AHP method 

and yielded the first three priority of improved PQMS, namely (1) improve 

facility production according to Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  

requirement especially adding UV light to detect and through away foreign 

materials easily from meat crab, (2) encourage all workers to work following the 

improved PQMS tightly, and (3) monitor and evaluate the results of  all workers’ 

job in accordance to the improved PQMS. Since the implementation of  the 

improved PQMS, consumer complain did not occur again during the last six 

months. This shew that companies can avoid a finance loss of 400 (four hundred) 

million rupiah or more per year due to consumer complain. 

 

Key words: AHP, crab processing plants, production quality management system, 

SWOT analysis, and value added crab 
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Produksi rajungan di Indonesia tinggi. Rajungan merupakan komoditi

perikanan yang memiliki nilai jual tinggi, baik sebagai komoditi lokal maupun

komoditi ekspor.  Menurut Syukron et. al (2016) berdasarkan data kementrian

kelautan dan perikanan produksi rajungan terus meningkat setiap tahun, pada

tahun 2012 total produksi rajungan Indonesia mencapai 28.090 ton dengan nilai

ekspor mencapai USD 367 juta. Menurut Ningrum et. al (2015) berdasarkan data

kementrian kelautan dan perikanan nilai ekspor rajungan tahun 2007 yaitu

sejumlah 21.510 ton dengan nilai USD 170 juta, untuk tahun 2011 mengalami

peningkatan 23.661 ton dan mencapai nilai USD 250 juta.

Indonesia menjadi pengekspor rajungan ke berbagai negara. Negara

tujuan ekspor rajungan antara lain Singapura, Malaysia, China, Jepang dan

beberapa negara di Eropa khususnya Amerika (Salichaty et.al, 2106). Amerika

Serikat adalah salah satu negara tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia.

Menurut Nugraha (2011), rajungan merupakan salah satu komoditas sumberdaya

perikanan yang prospektif untuk di ekspor ke negara Amerika, yaitu mencapai

60% dari total hasil tangkapan rajungan. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia

ke Amerika Serikat lebih besar daripada nilai ekspor produk perikanan Indonesia

ke Jepang, Uni Eropa, dan China.
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Salah satu produk olahan rajungan yaitu produk value added rajungan.

Ekspor produk value added rajungan di salah satu pabrik olahan rajungan di

Lampung pada tahun 2014 sebanyak 1.137 ton dan pada tahun 2015 naik menjadi

1.431 ton. Pada tahun 2016, pabrik olahan rajungan ini memiliki target ekspor

kurang lebih 2000 ton. Hal ini menunjukkan permintaan produk value added

rajungan dari pabrik olahan rajungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk menjamin mutu produknya, pabrik olahan rajungan telah menerapkan

sistem penjaminan mutu seperti GMP dan SSOP.  Sistem penjaminan mutu di

produk ini meliputi HACCP dengan standar British Retail Consortium (BRC) dan

mendapatkan sertifikat HACCP, BRC 7 dan memiliki sertifikat HALAL pada

produknya. Walaupun telah menerapkan sistem penjamin mutu sejak tahun 1998,

pabrik rajungan masih mengalami komplain konsumen.

Jumlah dan kerugian komplain konsumen terhadap mutu dan keamanan

pangan dapat dilihat pada Tabel 1.  Berdasarkan Tabel 1, perlu dilakukan review

mengenai sistem penjaminan mutu di perusahaan. Selain komplain dari

konsumen pabrik tersebut pernah mengalami penolakan produk dari FDA karena

kasus keamanan pangan yang kerugiannya sebesar Rp 1.961.113.410. Kerugian

tersebut terjadi akibat kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk.

Tabel 1. Komplain konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan pada pabrik
olahan rajungan di Propinsi Lampung

Tahu
n

Kemanan
Pangan

(Komplai
n)

Kualitas
Produk

(Komplai
n)

Total
Komplai

n

Jumlah
Containe

r

Percentag
e

(%)

Jumlah
Kerugian

(Rp)

2013 11 54 65 142 45 1,202,569,54
4

2014 6 6 12 98 12,2
222,012,839

2015 4 11 15 103 14,6
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277,516,049
2016 11 3 14 163 8,5

259,014,979
Total 32 74 106 364 80,3 1,961,113,41

0

Berdasarkan hasil penelitian Rinto (2010), terdapat 146 kasus penolakan

produk perikanan dari Food and Drug Administration (FDA). Sebanyak 64%

kasus penolakan disebabkan adanya bakteri patogen maupun toksin yang

dihasilkan seperti histamin, 26% disebabkan benda asing, 6% disebabkan adanya

residu kimia, dan 4% disebabkan kesalahan spesifikasi. Penolakan produk olahan

rajungan masih ditemui dalam persaingan pasar berupa komplain (claim) dari

pelanggan dan konsumen, karena pengendalian mutu dan keamanan pangan tidak

sesuai standar yang telah ditentukan di pabrik olahan rajungan.

Penolakan produk disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Basith et.al

(2013), timbulnya penolakan produk dapat disebabkan oleh faktor internal dan

faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi mutu  produk yang dihasilkan.

Munculnya penolakan produk karena produk yang dihasilkan tidak sesuai

keinginan konsumen. Tolakan yang menjadi perhatian dalam penerapan sistem

HACCP adalah tolakan mengenai mutu dan tolakan yang dapat berpotensi

menjadi bahaya pangan diantaranya adanya perubahan warna, dan adanya benda

asing pada produk. Taylor (2011) menyatakan bahwa persentase penduduk yang

menderita penyakit akibat makanan mencapai 30% setiap tahun di negara maju.

Penerapan sistem manajemen mutu harus diperhatikan untuk keamanan

pangan. Menurut Herdiana (2015), berkembangnya keanakaragaman pangan dari

produk perikanan membuat munculnya sistem manajemen mutu untuk keamanan

pangan dunia termasuk produk perikanan. Saat ini pabrik tersebut telah
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menerapkan system jaminan mutu HACCP dengan standar British Retail

Consortium (BRC) dan mendapatkan sertifikat HACCP, BRC 7 dan memiliki

sertifikat HALAL pada produknya. Rafeeque  (2017), menyatakan industri

makanan harus menerapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan pangan

yang berbeda sesuai standar Food Safety Management System (FSMS) yang

mengikuti persyaratan customer dan pasar untuk memastikan bahwa keamanan

produk sesuai dengan keinginan konsumen. Grigg dan McAlinden (2001)

menyatakan bahwa ada peningkatan permintaan pelanggan pada industri di

Inggris untuk mengadopsi standar keamanan pangan seperti BRC Global Standar.

Sistem penjamin mutu yang tidak berjalan efektif perlu dilakukan evaluasi

sistem manajemen mutu. Evaluasi penerapan HACCP dapat diidentifikasi

dimulai dari berjalannya system GMP dan SSOP yang diterapkan perusahaan.

Menurut Hermansyah (2013), Good Manufacturing Practice (GMP) adalah salah

satu penerapan aktivitas pengendalian mutu yang dapat menghasilkan produk-

produk yang berkualitas dan mengurangi resiko food safety problems. Menurut

Fachry et al, (2013) SSOP merupakan cara pencegahan penyakit dengan mengatur

atau menghilangkan faktor-faktor lingkungan yang saling terkait dalam rantai

kontaminasi silang. Faktor yang menjadi prasyarat keefektifan penerapan

HACCP sebagai sebuah sistem pengendalian mutu adalah terpenuhinya

persyaratan kelayakan dasar (GMP dan SSOP) strategi penerapan HACCP

(Sutresni, 2016).

Pada kenyataannya penerapan HACCP di perusahaan masih mendapat

banyak kendala. Data yang diperoleh dari pabrik masih terdapat klaim dari

konsumen. Klaim dari konsumen dapat mengenai kualitas (mutu) dan non kualitas
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(non mutu). Trilaksani dan Riyanto (2004) dalam Sriwartini (2009) menyatakan

bahwa pengembangan dan penerapan program HACCP pada industri perikanan di

Indonesia ternyata masih belum efektif dilakukan untuk menjamin tidak adanya

bahaya keamanan pangan (food safety). Hal ini ditunjukkan masih terdapatnya

komplain konsumen terhadap mutu produk. Komplain konsumen terhadap mutu

produk disebabkan karena sistem HACCP yang tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya evaluasi dan penerapan

sistem penjamin mutu terhadap sistem pengendalian untuk mengurangi complain

konsumen.  Penerapan HACCP dapat diidentifikasi dengan kesesuaian antara

penerapan di lapangan dengan prinsip standar internasional British Retail

Consortium (BRC) 7 yang terdapat pada perusahaan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengevaluasi dan menerapkan hasil evaluasi sistem

jaminan mutu untuk mengurangi komplain konsumen

1.3. Kerangka Pemikiran

Terdapat komplain konsumen terhadap mutu produk di salah satu pabrik

rajungan di Lampung. Komplain konsumen pada produk value added rajungan di

tahun 2013-2016 sebanyak 106 komplain yang dikategorikan sebagai komplain

keamanan pangan sebanyak 32 dan kualitas produk sebanyak 74 yang terdiri dari

ketidaksesuaian produk dan benda asing pada produk yang kerugiannya sebesar

Rp 1.961.113.410. Seringnya terjadi komplain menurunkan kepercayaan

konsumen sehingga daya beli terhadap produk rendah.
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Penyebab komplain produk value added rajungan dapat berasal dari sistem

manajemen mutu, sarana dan prasarana, SDM, serta pengendalian.  Komplain

konsumen disebabkan oleh komponen fisik yang seharusnya tidak ada dalam

pangan. Pada kasus pangan yang terkontaminasi rambut, pecahan plastik, pecahan

kayu, bahkan potongan besi pada makanan siap konsumsi, hal ini akan sangat

bahaya jika ikut dikonsumsi konsumen. Apabila terjadi hal tersebut sangat tidak

sesuai dengan prinsip mutu yang mengutamakan keselamatan konsumen.

Penyebab komplain lainnya berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal diantaranya sarana dan prasarana proses produksi, serta operator

proses dan mesin. Faktor eksternal berupa terintegrasinya sistem jaminan mutu

dengan penerapan HACCP, sistem manajemen keamanan pangan, dan kebijakan

perusahaan. Adanya komplain konsumen menunjukkan adanya ketidaksesuaian

sistem manajemen mutu, sehingga diperlukan suatu peninjauan sistem jaminan

mutu akan keamanan pangan.

Manajemen mutu pada suatu produk berfungsi meningkatkan nilai dan

kepercayaan importir untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar

internasional. Menurut Griffith et al. (2010) dalam Ricci (2017), menerapkan dan

memperbarui Food Safety Management System (HACCP) pada proses industri

makanan terdapat kesulitan termasuk kurangnya pemahaman, inkonsistensi antara

dokumen panduan, kurangnya sumber daya, inkonsistensi dalam inspeksi atau

audit, kurangnya fleksibilitas, pelatihan yang tidak memadai, kesulitan dalam

mengidentifikasi titik kontrol kritis (CCP), dan masalah dengan pemantauan,

tindakan korektif dan pencatatan. Rencana HACCP dikatakan berhasil
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pelaksanaan bergantung pada sikap,  kepercayaan konsumen, dan perilaku

kebersihan staf.

Menurut Jadi (2016), parameter keamanan pangan pada tahap akhir proses

produksi di UKM agri-food antara lain tingkat penggunaan sistem HACCP,

panjang interval antara pembaruan sistem, pelatihan staf pada Good

Manufacturing Practices (GMP), komitmen tim manajemen, dan kesediaan staf

untuk mematuhi aturan dan persyaratan HACCP. Jika proses produksi di UKM

menerapkan HACCP persentase produk yang tidak sesuai dapat diminimalisir.

Komponen sistem pengendalian mutu berupa sarana prasarana, bahan baku, dan

SDM.  Masing-masing proses produksi mempunyai prioritas komponen keamanan

pangan yang berbeda.

Sarana dan prasarana pada perusahaan telah ada sejak awal berdiri

perusahaan. Sarana dan prasarana yang lainnya bertentangan dengan masalah

penerapan GMP (Good Manufacturing Practices), meskipun perbaikan selalu

dilakukan secara kontinyu namun hal ini selalu menjadi kendala dalam penerapan

GMP yang berdampak kepada penerapan HACCP. Untuk mengatasi hal tersebut

perusahaan telak melakukan tindakan dengan memperbaiki sarana dan prasarana

yang mulai rusak

Perusahaan menetapkan standar penerimaan bahan baku sesuai dengan

regulasi FDA (Food Drug Asociation). Bahan baku daging rajungan yang dapat

diterima oleh perusahaan dengan standar bahaya kimia CAP sebesar <0,3 ppb,

tidak basi, dan tidak ada filth fragment dari serangga. Bahan tambahan lainnya

perusahaan mengacu pada regulasi Non-GMO, bebas preservatives, serta bebas

dari pestisida untuk bahan sayur mayur.



8

Pengetahuan sumberdaya manusia yang baik dari seluruh komponen

perusahaan akan memudahkan penerapan HACCP. Faktor pemenuhan

pengetahuan HACCP pada level pekerja akan dapat membantu dalam menerapkan

sistem mutu keamanan pangan HACCP. Pengendalian sistem jaminan mutu

berawal dari pengetahuan sumber daya manusia. Adanya training tentang sistem

jaminan mutu. terhadap SDM sangat berperan dalam pelaksanaan sistem jaminan

mutu keamanan pangan. Komponen pendukung strategi penerapan sistem

manajemen mutu berupa faktor, aktor dan tujuan pemenuhan kemanan pangan itu

sendiri.

Perkembangan industri pangan yang tidak diiringi peningkatan mutu produk

dan penjaminan mutu produk agar aman untuk dikonsumsi, akan merugikan

keberadaan industri tersebut. Salah satunya adalah hilangnya kepercayaan

konsumen yang diakibatkan oleh penurunan mutu dan menimbulkan bahaya

terhadap produk. Agar mutu dan kemanan produk tetap dapat dipertahankan dan

ditingkatkan, diperlukan peningkatan terhadap sumber daya yang terlibat di

dalamnya serta sistem yang menjamin mutu dan keamanan produk industri

pangan tersebut (Daulay, 2016).

Sistem manajemen mutu yang efektif untuk menjamin mutu produk dan

keamanan produk adalah Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berkonsep

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Secara internasional, konsep

HACCP telah disepakati untuk diterapkan pada industri makanan termasuk hasil

perikanan (Dirjen Perikanan, 2000).  Pabrik olahan rajungan di Lampung telah

menentukan titik kendali kritis dalam prosesnya, namun masih terjadi komplain

konsumen. Untuk mencegah penurunan mutu produk perlu dilakukan evaluasi
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terhadap penerapan HACCP pada salah satu pabrik olahan rajungan di Propinsi

Lampung. Sistem manajemen mutu berdasarkan konsep HACCP diharapkan

mampu mengendalikan mutu dan keamanan pangan agar dapat bersaing di pasar

global.

Diagram alir kerangka pemikiran evaluasi dan penerapan sistem penjamin

mutu produksi value added rajungan Gambar 1.

Gambar 1. Diagram alir kerangka pemikiran evaluasi dan penerapan sistem
penjamin mutu produksi value added rajungan di Propinsi Lampung

* : masalah penelitian
** : faktor penyebab
*** : faktor yang mempengaruhi penyebab komplain

Produk Value Added
Rajungan

*Komplain Konsumen

Pengendalian Mutu yang Diterapkan (Sarana
dan Prasarana, Bahan Baku, SDM)

***Fisik ***Faktor Internal ***Faktor Eksternal

Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang
Efektif

**Penyebab Komplain
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1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah adanya evaluasi dan

penerapan sistem penjamin mutu produksi value added rajungan (portunus

pelagicus) di pabrik pengolah rajungan di propinsi Lampung sesuai standar BRC

dapat mengurangi komplain konsumen terhadap produk.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pabrik Pengolahan Rajungan Lampung

Profile pabrik pengolahan rajungan Lampung diuraikan dibawah ini:

2.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

Pabrik olahan rajungan merupakan salah satu perusahaan yang

memanfaatkan sumber daya alam laut yang didirikan di Lampung. Perusahaan ini

bergerak dalam bidang pengelolaan, pengalengan dan pengeksporan dengan

struktur organisasi.

Pabrik tersebut memiliki visi misi dalam menjalankan bisnis olahan rajungan

guna untuk menjaga komitmen dalam kemanan pangan dan keotentikan

produknya. Adapun visi dan misi dari perusahaan tersebut yaitu:

A. Visi

Berkomitmen untuk melayani pelanggan dengan produk asli (otentik),

bermutu, aman, legal, dan biaya efektif serta halal bagi pelanggan yang

membutuhkan produk halal dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

etika usaha.

B. Misi

1. Melakukan perbaikan berkelanjutan efektifitas penerapan sistem managemen

keamanan dan mutu secara terus menerus
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2. Menentukan sasaran dan tujuan yang terukur serta meninjaunya secara

reguler

melalui tinjauan manajemen.

3. Mengembangkan budaya mutu internal.

4. Membina hubungan yang produktif dengan pelanggan dan pemasok.

5. Memproduksi produk yang halal secara konsisten sesuai dengan syariat

islam.

Sistematis atau struktur organisasi pabrik olahan Rajungan Lampung

disajikan pada Gambar 2.

2.1.2. Sumber Daya Manusia Perusahaan

Saat ini, salah satu pabrik olahan rajungan di Lampung tercatat memiliki

650 karyawan. Karyawan tersebut terdiri dari 225 karyawan untuk plant rajungan

kaleng dan 425 untuk karyawan value added rajungan. Pabrik tersebut memiliki

kebijakan lingkungan dan menyadari bahwa konservasi lingkungan merupakan

semangat dasar dalam segala aktivitas produksi. Oleh karena itu, pabrik memiliki

target yaitu berupaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menyajikan

produk yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi.

Sumber daya manusia yang bekerja di pabrik tersebut diberikan pelatihan

tentang keamanan produk guna menjaga keamanan pangan. Selain itu, budaya

perusahaan yang ditumbuhkan yaitu, meningkatkan kualitas produksi,

menciptakan produk-produk dengan inovasi yang baru, dan menciptakan produk

yang ramah lingkungan.
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Gambar 2. Struktur organisasi perusahaan (Pabrik olahan rajungan Lampung)
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2.1.3. Kegiatan Produksi Perusahaan

Usaha pokok perusahaan adalah pengolahan produk hasil laut berupa

rajungan yang diolah menjadi daging rajungan kaleng pasteurisasi ( Canned

Pasteurized Crab Meat ). Perusahaan melakukan proses terhadap daging rajungan

menjadi produk akhir dalam kaleng maupun value added untuk kemudian

diekspor ke Amerika, Eropa, dan Australia. Perusahaan memproduksi Canned

Crab Meat ( Portunus Pelagicus ), Frozen Pasteurized Crab Meat, Chilled

Pasteriurized Crab Meat In Plastic, Frozen Value Added. Bahan baku rajungan

diperoleh dari perairan Sumatera dan Jawa. Tipe kemasan yang dipakai pada

pabrik ini berupa master carton, Inner, plastik vakum, dan plastik pp.

2.1.4. Kapasitas Produksi

Pabrik olahan rajungan dibagi menjadi dua plant.  Plant tersebut yaitu

rajungan kaleng dan value added rajungan.  Untuk plant value added rajungan

memiliki permintaan pasar yang lebih banyak dibandingkan dengan rajungan

kaleng.  Hal ini dikarenakan bahan baku yang didapat  untuk value added

rajungan lebih mudah didapat dibandingkan rajungan kaleng.

Kapasitas produksi rajungan kaleng pada tahun 2015 sebesar 720 ton dan

tahun 2016 menjadi 830 ton.  Kapasitas produksi value added rajungan untuk

tahun 2015 sebesar 1500 ton dan 2016 menjadi 2000 ton. Berdasarkan data

tersebut masing-masing produk mengalami kenaikan produksi setiap tahunnya.

Peningkatan kapasitas produksi dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan

sebesar 22%.
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2.1.5. Sistem Penjamin Mutu

Penerapan sistem manajemen mutu diperusahaan atas dasar dari kebutuhan

akan keamanan pangan yang merupakan tuntutan akan keamanan pangan di

masyarakat saat ini. Sistem manajemen mutu yang berupa HACCP merupakan

salah satu bukti konsekuensi dari perusahaan untuk selalu mengutamakan

kebutuhan konsumen yang menginginkan produk dengan kualitas yang baik.

HACCP merupakan salah satu rencana mutu yang dirancang oleh departemen QA

(Quality Assurance) dan dijalankan oleh QC (Quality Control) pada industri

rajungan. Departemen QA dan QC bertanggung jawab terhadap jaminan mutu

perusahaan termasuk HALAL, GMP, SSOP, BRC7 dan HACCP pada perusahaan.

HACCP pada perusahaan dilakukan dan dikontrol pada seluruh rantai

produksi dan distribusi produk mulai dari kedatangan bahan baku, proses produksi

hingga distribusi produk jadi kepada konsumen. Departemen QA dan QC dalam

penerapan HACCP adalah mendokumentasikan dan mengawasi kegiatan produksi

yang terkait dalam keamanan pangan melalui rekaman mutu. Departemen QA dan

QC ini melakukan pengawasan terhadap CCP (critical control point) yang

terdapat pada bagian-bagian proses produksi yang beresiko tinggi terjadinya

bahaya keamanan pangan. Selain itu terdapat pengujian mikrobiologi untuk

mencegah kontaminasi pada peralatan, pekerja, produk, dan bahan baku.

Pengujian bahaya biologis pada produk jadi dengan cara melakukan

pengujian dengan menggunakan metode TPC (Total Plate Count), Salmonella, E.

Coli, Staphylococcus aureus, dan Listeria yaitu pengujian mutu produk dari

kontaminasi perlatan, pekerja, maupun udara. Pengujian bahaya fisik dilakukan

dengan memeriksa produk dalam proses ataupun pada produk yang sudah jadi.
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Pengujian bahaya fisik adalah dengan memeriksa kontaminasi produk terhadap

adanya potongan komponen mesin (komponen metal), rambut dan cincin pekerja,

dan komponen lainnya. Sehingga pengujian dilakukan dengan memeriksa satu per

satu produk ataupun dengan menggunakan metal detector untuk bahaya metal.

Untuk menanggulangi bahaya keamanan pangan perusahan menerapkan

sistem jaminan mutu keamanan pangan HACCP dengan mengevaluasi

kemungkinan terjadinya bahaya dan mengendalikan bahaya-bahaya yang terjadi

pada produk. Sistem HACCP pada perusahaan juga menjabarkan secara rinci

tindakan-tindakan perbaikan yang terjadi jika bahaya keamanan pangan terjadi

pada produk, sehingga mengecilkan kemungkinan terjadinya produk cacat yang

terlanjur sampai ke pihak konsumen (Sutrisno, 2013).

2.2. Proses Pengolahan Value Added Rajungan

Proses pengolahan value added rajungan terdiri dari atas penerimaan bahan

baku, penyortiran, penambahan bahan tambahan, pencetakkan, freezing,

pengemasan. Masing-masing tahapan diuraikan secara terperinci dibawah ini.

2.2.1. Penerimaan Bahan Baku

Bahan baku yang diterima merupakan daging rajungan kaleng yang telah

siap untuk digunakan. Sebelum dilakukan pembukaan kaleng, dilakukan

pengecekan secara visual untuk mengetahui kondisi kaleng rusak atau tidak.

Selain itu dilakukan uji organoleptik oleh QC. Uji organoleptik ini dilakukan

untuk mengetahui kondisi daging rajungan baik berupa rasa, tekstur, dan aroma.

Suhu rajungan kaleng tidak lebih dari 50C.
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2.2.2. Penyortiran.

Tujuan sortasi adalah mendapatkan hasil yang seragam, baik dalam hal

kesegarannya, ukurannya, jenisnya, maupun mutunya (Permana, 2013). Sortir

dilakukan terhadap semua jenis daging dengan memisahkan benda-benda selain

daging seperti pecahan cangkang, insang, kotoran, telur maupun benda asing

lainnya seperti kerikil, rambut dan potongan bagian tubuh serangga dari daging.

Pada saat sortir, dilakukan pula pemisahan daging berdasarkan berat dan jenisnya.

Pemisahan daging ini dimaksudkan untuk mengefisienkan kerja serta supaya

memastikan daging tidak tercampur, karena daging pada masing-masing bagian

tersebut mempunyai harga yang berbeda.

2.2.3. Penambahan Bahan Tambahan

Penambahan bahan tambahan produk value added rajungan ini untuk

mmberikan cita rasa pada produk. Bahan tambahan yang digunakan pada produk

value added di pabrik ini berupa mayonnaise, sayuran, tepung roti maupun susu

yang kemudian ditimbang sesuai dengan komposisi resep dan dicampurkan pada

daging rajungan.

Menurut Winarno (1980), “food additive” yang digunakan harus mempunyai sifat-

sifat dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut, tidak mengurangi zat-zat

essensial dalam makanan, dapat mempertahankan atau memperbaiki mutu

makanan, menarik bagi konsumen dan tidak merupakan penipuan.
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2.2.4. Pencetakan

Pencetakan dalam produk olahan rajungan bertujuan untuk menambah

nilai estetika pada produk tersebut. Nilai estetika pada produk dapat menjadi

sebuah daya tarik konsumen untuk membeli produk. Pada tahapan forming

keseragaman bentuk sangat diperhatikan. Hal ini karena proses forming yang

dilaksanakan masih manual. Forming yang tidak seragam juga dapat

mempengaruhi berat dan mempengaruhi kesesuaian produk terhadap kemasan.

2.2.5. Freezing

Produk rajungan terseleksi kemudian dilakukan proses pembekuan dengan

menggunakan alat IQF (Individual Quick Freezing), dimana suhu ruangan dari

IQF berkisar -40°C sampai dengan -35°C. Lama pembekuan di dalam IQF

selama ±30 menit hingga 1 jam. Bahan pangan yang telah digoreng akan

memiliki suhu yang tinggi sehingga dengan proses pembekuan menggunakan IQF

ini diharapkan suhu bahan pangan menurun hingga mencapai suhu -18°C.

Mesin IQF memiliki prinsip dasar yaitu membekukan produk dengan

bantuan cairan pendingin dalam waktu yang singkat dan hasil dari pembekuannya

terpisah -pisah. Di dalam mesin terdapat conveyor belt yang berisi produk yang

nantinya akan diberi hembusan udara dingin. Gas masuk ke dalam blower yang

akan diubah menja di gas pendingin dengan suhu -24oC. Jika bahan pendingin

dimasukkan ke dalam ruang tertutup yang titik didihnya sudah diatur dengan cara

menurunkan tekanan, maka refrigerant akan menguap sambil menyerap panas dari

bahan yang didinginkan dalam ruangan. Hal tersebut menyebabkan suhu ruangan

itu akan menurun dan menjadi dingin.
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2.2.6. Pengemasan

Setelah produk di freezing maka dilakukan pengemasan dengan

menggunakan tray dan plastik yang kemudian dimasukkan kembali pada kemasan

sekunder dan juga Master Cartoon. Kemasan yang akan dipakai sebelumnya

diberi pengkodean tanggal produksi dan expire date produk. Produk akan

dilewatkan ke metal detector untuk mengetahui ada atau tidaknya kontaminasi

logam. Verifikasi metal detector dengan menggunakan specimen Fe 1,5 mm, non

Fe 2,0 mm, dan SUS 316 2,5 mm. Produk yang terdeteksi metal akan dipisahkan

oleh rejector untuk dicari sumber kontaminannya. Proses pengemasan dapat

dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Pengemasan produk value added
Sumber : https://www.google.co.id/search?q=packaging+crab+cake, 2017

2.3. Sistem Penjaminan Mutu

Menurut Hadiwiardjo et al. (2000), sistem manajemen mutu merupakan

suatu sarana yang berpotensi untuk memperbaiki kondisi perdagangan dan mutu

produk pertanian. Sistem penjaminan mutu pada pabrik olahan rajungan tertuang

pada HACCP produksi yang disajikan pada Gambar 4.



19

Gambar 4. Diagram alir proses pembuatan produk value added rajungan (Pabrik
olahan rajungan lampung,  2016)
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Sistem ini melibatkan upaya pola pengelolaan dalam suatu industri baik

yang menyangkut pengadaan bahan baku, operasionalisasi teknologi, kompetensi

personil, dokumentasi mutu dan sebagainya. Menurut Puspitasari et al. (2012),

salah satu bentuk pendekatan sistem manajemen mutu adalah BRC, HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Point) termasuk di dalamnya GMP maupun

SSOP.

Salah satu pabrik rajungan di Lampung menjalankan proses produksinya

dan menetapkan titik kendali kritis seperti yang tersaji pada Gambar 4. Titik

kendali kritis pada proses pembuatan produk value added terdapat 5 CCP (Critical

Control Point). CCP berada pada tahapan receiving, packing and labelling, metal

detecting, cold storage, and shipping. Pabrik menetapkan faktor-faktor yang

diperhatikan pada setiap titik kendali proses CCP berupa fisik, kimia, dan biologi,

namun pada tahapan packing and labelling hanya berupa biologi dan fisik.

2.3.1. Good Manufacturing Practice (GMP)

Good Manufacturing Practice (GMP) merupakan pedoman cara

berproduksi pangan yang bertujuan supaya produsen pangan memenuhi

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk pangan

yang bermutu dan aman dikonsumsi sesuai dengan tuntutan konsumen. GMP

wajib diterapkan oleh industri yang menghasilkan produk pangan sebagai upaya

preventif agar pangan yang siap dikonsumsi tersebut bersifat aman, layak, dan

berkualitas (Anggraini dan Yudhatuti, 2014)

Good Manufacturing Practice (GMP) adalah salah satu penerapan

aktivitas pengendalian mutu yang dapat menghasilkan produk-produk yang
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berkualitas dan mengurangi resiko food safety problems dengan melakukan

kegiatan-kegiatan pengendalian yang baik, seperti memperhatikan hygiene

karyawan, training, cleaning, dan sanitasi yang efektif. Prinsip dasar dari GMP

adalah bahwa mutu dibangun di dalam produk, dan tidak hanya diuji pada produk

akhir saja. Penjaminan mutu terhadap produk tidak semata-mata untuk

mendapatkan spesifikasi akhir yang diinginkan, tapi penjaminan mutu dilakukan

dengan cara membuat produk dengan prosedur tertentu dalam masing-masing

kondisi yang sama. Good Manufacturing Practices lebih berperan dalam proses

produksi karena elemen-elemen dalam GMP merupakan elemen-elemen sistem

produksi (Hermansyah et al., 2013).

Menurut BPOM (1999) di dalam Anhar dan Wardanu (2016), bahwa

dalam upaya penerapan GMP dalam unit pengolahannya, maka dilakukan praktek

penerapan GMP dengan menggunakan check list penilaian aspek-aspek GMP

melalui pengamatan langsung di lapangan baik sebelum penerapan dan sesudah

penerapan. Adapun cara penilaian adalah sebagai berikut:

a. Penilaian aspek-aspek GMP

Penilaian GMP melalui proses pengisian atas pertanyaan yang berisi tentang

aspek-aspek GMP dan dokumentasi dapat diketahui bagaimana keadaan ruang

pengolahan, keadaan tempat produksi, peralatan produksi, suplai air, higiene

perorangan dan lain sebagainya. Masing-masing unsur tersebut dilakukan

penilaian berkaitan dengan parameter standar yang ditetapkan. Penilaian terhadap

paramater tersebut dilakukan dengan metode skoring (BPOM, 1999).
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b. Evaluasi

Untuk mengetahui apakah metode GMP telah diterapkan dengan baik industri,

maka dilakukan evaluasi dari masing-masing parameter yang diamati. Evaluasi

dalam penerapan GMP dapat memperbaiki sistem yang telah dijalankan saat ini.

2.3.2. Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)

Sanitation Standard Operating System (SSOP) merupakan suatu prosedur

untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan dengan seluruh

fasiltas produksi atau area perusahaan dan tidak terbatas pada tahapan tertentu.

Sanitasi merupakan cara pencegahan penyakit dengan mengatur atau

menghilangkan faktor-faktor lingkungan yang saling terkait dalam rantai

kontaminasi silang (Fachry et al., 2013).

Menurut Winarno dan Surono (2004), SSOP terdiri atas kunci persyaratan

sanitasi yaitu kemanan air, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak

dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas pencuci

tangan, sanitasi dan toilet, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, pelabelan,

penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi

kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi dan menghilangkan

hama pengganggu dari unit pengolahan.

Dalam sistem rekaman pelaksaaan SSOP harus mencantumkan 4 kriteria.

Kriteria tersebut yaitu 1) dokumentasi sanitasi berupa tanggal, waktu, pelaksana

dan penanggung jawab sanitasi 2) tindakan pengawasan atau monitoring

pelaksanaan sanitasi 3) evaluasi hasil pelaksanaan sanitasi 4)tindakan koreksi atas

penyimpanan pelaksanaan SSOP dan hasil sanitasi yang tidak sesuai. Evaluasi
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hasil pelaksanaan sanitasi ditunjukkan dengan daftar atau checklist berisi kriteria

yang harus dipenuhi selama sanitasi (FDA, 2005).

Kebersihan dan terjaganya kondisi sanitasi merupakan hal yang vital

dalam penyediaan pangan yang utuh dan aman bagi konsumen. Oleh karena itu,

kebersihan dan sanitasi pada bangunan, peralatan, perlengkapan dan permukaan

yang berhubungan langsung dengan pangan sangat penting untuk dijaga agar

dapat tercegah dari kontaminasi bahaya pangan. Permukaan alat yang mengalami

kontak langsung dengan pangan, harus dibersihkan secara teratur untuk mencegah

perkembangbiakan mikroorganisme dan pembentukan biofilm. Komponen zat

pembersih maupun alat kebersihan dan sanitasi harus disimpan jauh dari pangan

(pada tempat terpisah) (Tajkarimi, 2007).

Suatu sistem sanitasi yang efektif akan memerlukan beragam prosedur

pembersihan yang juga meliputi pengukuran efektif untuk pengendalian penyakit

dan pasokan air yang memadai. Kondisi drainase yang baik juga diperlukan untuk

membuang air limbah penanganan pangan. Pengendalian sanitasi tambahan

meliputi perawatan sanitasi fasilitas toilet, penyediaan tempat cuci tangan dan

penyediaan tempat pembuangan limbah pada lokasi yang tepat (Tajkarimi, 2007).

2.3.3. Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP)

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu prosedur

untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengontrol bahaya-bahaya, secara langsung

beresiko yang berasal dari makanan. Semua jenis makanan yang menyebabkan

penyakit manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah food borne disease,

apapun penyebabnya (Redmond dan Griffith, 2003). Baik penyebab yang bersifat
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mikrobiologi (mikroba patogen), fisik maupun kimia, serta biotoksin. Bahaya

kimia bagi HACCP pada awalnya tidak menjadi perhatian yang khusus apabila

ditinjau pada saat pertama kali dikeluarkannya sistem ini yaitu yang berfungsi

sebagai pengontrol keamanan pangan (food safety).

HACCP direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dan

Codex Alimentarius untuk digunakan dalam industry makanan. HACCP bersifat

preventif sesuai kebutuhan oleh perusahaan dan diterapkan berdasarkan sistem

yang ada di industri sehingga lebih kompleks dalam melaksanakan dan

pengendaliannya. HACCP kini telah menjadi bagian penting dari semua standar

keamanan pangan yang diterima secara internasional (Ababio, 2015).

Industry pengolahan makanan dan minuman, penerapan sistem keamanan

pangan yang meliputi cara produksi pangan yang baik (GMP), sanitasi, dan

HACCP memiliki peranan yang sangat penting (Surahman dan Riyanti, 2014).

HACCP merupakan salah satu alat manajemen bahaya yang dikembangkan untuk

menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (preventive).

HACCP dibuat berdasarkan kesadaran bahwa bahaya (hazard) akan timbul pada

berbagai titik atau tahap produksi namun terdapat upaya pengendalian untuk

mengontrol bahaya tersebut. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan

tindakan pencegahan timbulnya bahaya, dan bukan pengendalian bahaya dengan

mengandalkan pengujian produk akhir. Perusahaan dapat menekan jumlah

kerusakan produk dan kerugian ekonomi akibat kerusakan produk yang diuji

(Thaheer, 2005).

Secara umum HACCP digunakan untuk menetapkan suatu bingkai atau

sistem untuk menjalankan bagaimana implementasi dari prosedur HACCP di
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setiap sektor yang dapat digunakan untuk mengembangkan jaminan setiap rantai

penyediaan mulai dari prosedur penyediaan pangan mentah atau proses

penyediaan makanan sampai ke konsumen. HACCP sebagai salah satu sistem dan

erat kaitannya dengan sistem yang lain seperti GMP (Good Manufacturing

Practices), ISO (International Organization for Standardization) dan standar-

standar lain yang berlaku di negara bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin

kualitas makanan (Van der Spiegel et al., 2003).

Setiap sistem HACCP mengakomodasi perubahan seperti kemajuan dalam

rancangan peralatan, prosedur pengolahan atau perkembangan teknologi. HACCP

dapat diterapkan pada seluruh rantai pangan dari produk primer sampai pada

konsumsi akhir dan penerapannya harus dipedomani dengan bukti secara ilmiah

terhadap resiko kesehatan manusia. Selain meningkatkan keamanan pangan,

penerapan HACCP dapat membantu inspeksi oleh lembaga yang berwenang dan

memajukan perdagangan internasional, melalui peningkatan kepercayaan

keamanan pangan (Beyza dan Canan, 2013).

Faktor penunjang yang menjadi pra-syarat keefektifan penerapan HACCP

sebagai sebuah sistem pengendalian mutu adalah terpenuhinya persyaratan

kelayakan dasar (GMP dan SSOP). Untuk itu perlu diketahui tingkat penerapan

kelayakan dasar (GMP dan SSOP), tingkat penerapan HACCP serta strategi

penerapan HACCP (Sutresni, 2016). Sebelum penerapan HACCP terlebih dahulu

menerapkan Good Manufacturing Practises (GMP) dan Sanitation Standard

Operating Procedure (SSOP) sebagai persyaratan dasar telah sebelum penerapan

HACCP,dan dilakukan 5 langkah penerapan HACCP, yakni pembentukan tim

HACCP, menyusun deskripsi produk, menetapkan pengguna akhir, menyusun
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diagram alir, dan melakukan verifikasi terhadap diagram alir yang disusun

(Tsaniyah, 2015).

Implementasi dan verifikasi HACCP dapat dilakukan dengan 7 prinsip dan

5 tahap yang diuraikan dibawah ini.

1. Tahap 1 : Pembentukan Tim HACCP

Tim HACCP terdiri dari perwakilan seluruh departemen yang ada di

dalam perusahaan serta berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Apabila keahlian

tidak tersedia secara internal, boleh digunakan konsultan dari pihak luar. Tim

HACCP bertugas menulis SSOP, membuat rencana HACCP,

mengimplementasikan HACCP dan melakukan verifikasi HACCP.

2. Tahap 2 : Mendeskripsikan Produk

Deskripsi produk adalah perincian informasi lengkap mengenai produk

yang berisi komposisi, sifat fisik atau kimia, pengemasan, kondisi penyimpanan,

daya tahan, cara distribusi, bahkan cara penyajian dan persiapan konsumsinya.

Komposisi disusun untuk menginformasikan kandungan bahan yang ada di dalam

produk berikut kuantifikasinya. Informasi ini diperlukn untuk memastikan ada

tidaknya kandungan bahan berbahaya dalam produk tersebut.

3. Tahap 3 : Identifikasi Pengguna Produk

Pengguna produk ditentukan berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh

konsumen. Informasi tentang pengguna produk menunjukkan kelompok populasi

konsumen yang dapat mengkonsumsi produk. Suatu produk langsung

dikategorikan memiliki resiko tinggi apabila masuk ke dalam salah satu kategori

populasi konsumsi bayi, ibu hamil dan menyusui, manusia, orang sakit atau orang
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dalam perawatan penyembuhan, orang dengan daya tahan tubuh rendah atau alergi

terhadap senyawa tertentu.

4. Tahap 4 : Penyusunan Diagram Alir

Diagram alir harus memuat semua tahapan di dalam operasional produksi.

Diagram alir harus memuat bahan yang diolah dalam setiap proses, tahapan proses

sejak bahan baku diterima hingga produk siap disimpan dan didistribusikan.

Diagram alir juga wajib mencantumkan bahan-bahan yang digunakan selama

pengolahan (air, bahan tambahan pangan, pengemas dan sebagainya) dan bahan-

bahan yang dihasilkan sebagai produk sampingan (limbah, dan sebagainya)

maupun produk akhir.

5. Tahap 5 : Verifikasi Diagram Alir di tempat

Diagram alir yang dibuat belum dapat dikatakan sama dengan proses

sebenarnya di lapangan. Verifikasi adalah pengujian dan peninjauan ketepatan

proses pengolahan dengan diagram alir proses yang telah dibuat. Bila diagram

alir kurang tepat maka dilakukan modifikasi dan perubahan diagram alir.

Verifikasi dapat dilakukan dengan mengamati aliran proses, kegiatan pengambilan

contoh, wawancara, dan percobaan pengolahan non produksi (Departemen Ilmu

dan Teknologi Pangan, 2006).

Menurut Fatonah (2005), di dalam penerapannya, Hazard Analysis and

Critical Control Point memiliki beberapa prinsip yang dilaksanakan. Sistem

HACCP terdiri dari tujuh prinsip, yang diuraikan dibawah ini:
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1. Melakukan analisis bahaya.

Segala macam aspek pada mata rantai produksi pangan yang dapat

menyebabkan masalah keamanan pangan harus dianalisa. Bahaya yang dapat

ditimbulkan adalah keberadaan pencemar (kontaminan) biologis, kimiawi, atau

fisik bahan pangan. Selain itu, bahaya lain mencakup pertumbuhan

mikrroganisme atau perubahan kimiawi yang tidak dikehendaki selama proses

produksi, dan terjadinya kontaminasi silang pada produk antara, produk jadi, atau

lingkungan produksi.

2. Menentukan Titik Pengendalian Kritis (Critical Control Point).

Suatu titik, tahap, atau prosedur dimana bahaya yang berhubungan dengan

pangan dapat dicegah, dieliminasi, atau dikurangi hingga ke titik yang dapat

diterima (diperbolehkan atau titik aman). Terdapat dua titik pengendalian kritis

yaitu Titik Pengendalian Kritis 1 sebagai titik dimana bahaya dapat dihilangkan,

dan Titik Pengendalian Kritis 2 dimana bahaya dapat dikurangi.

3. Menentukan batas kritis.

Kriteria yang memisahkan sesuatu yang bisa diterima dengan yang tidak

bisa diterima. Pada setiap titik pengendalian kritis, harus dibuat batas kritis dan

kemudian dilakukan validasi. Kriteria yang umum digunakan dalam menentukan

batas kritis HACCP pangan adalah suhu, pH, waktu, tingkat kelembaban, Aw,

ketersediaan klorin, dan parameter fisik seperti tampilan visual dan tekstur.

4. Membuat suatu sistem pemantauan (monitoring) CCP.

Suatu sistem pemantauan (observasi) urutan, operasi, dan pengukuran

selama terjadi aliran makanan. Hal ini termasuk sistem pelacakan operasi dan
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penentuan kontrol mana yang mengalami perubahan ketika terjadi penyimpangan.

Biasanya, pemantauan harus menggunakan catatan tertulis.

5. Melakukan tindakan korektif apabila pemantauan

Mengindikasikan adanya CCP yang tidak berada di bawah kontrol.

Tindakan korektif spesifik yang diberlakukan pada setiap CCP dalam sistem

HACCP untuk menangani penyimpangan yang terjadi. Tindakan korektif tersebut

harus mampu mengendalikan membawa CCP kembali dibawah kendali dan hal ini

termasuk pembuangan produk yang mengalami penyimpangan secara tepat.

6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk mengkonfirmasi bahwa

Prosedur verifikasi yang dilakukan dapat mencakup peninjauan terhadap

sistem HACCP dan catatannya, peninjauan terhadap penyimpangan dan

pengaturan produk, konfirmasi CCP yang berada dalam pengendalian, serta

melakukan pemeriksaan (audit) metode, prosedur, dan uji. Setelah itu, prosedur

verifikasi dilanjutkan dengan pengambilan sampel secara acak dan

menganalisanya. Prosedur verifikasi diakhiri dengan validasi sistem untuk

memastikan sistem sudah memenuhi semua persyaratan Codex dan

memperbaharui sistem apabila terdapat perubahan di tahap proses atau bahan

yang digunakan dalam proses produksi.

7. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh prosedur dan catatan

Dokumentasi dalam sistem HACCP adalah analisis bahaya, penetapan

CCP, penetapan batas kritis, aktivitas pemantauan CCP, serta penyimpangan dan

tindakan korektif yang berhubungan. Hal ini disebabkan beberapa kontaminasi,

misalnya logam berat, pestisida, dan mikotoksin yang dapat mencemari bahan
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baku pada waktu produksi sangat sulit dihilangkan dengan proses pengolahan.

Pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya tersebut harus dimulai dari saat

produksi bahan baku. (Sudarmadji, 2005).

HACCP merupakan sebuah system yang sangat baik yang harus dijalankan

dan diimplementasikan kepada semua negara yang memproduksi produk

perikanan. Hal ini dikarenakan sistem HACCP dapat menjaga volume

produktifitas bersamaan dengan kualitas dan kemanan pangan yang dihasilkan

(Sherif, 2013).  HACCP dapat diterapkan dalam rantai produksi pangan mulai dari

produsen utama bahan baku pangan (pertanian), penanganan, pengolahan,

distribusi, pemasaran hingga sampai kepada pengguna akhir.

Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk

mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan

guna memenuhi tututan konsumen.  HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian

mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi masal dan

didistribusikan. Oleh karena itu dengan diterapkannya sistem HACCP akan

mencegah resiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan.

Selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di era pasar

global yang memiliki daya saing kompetitif (Bryan, 1995). Tahapan pelaksanaan

HACCP disajikan pada Gambar 5 menurut CAC (2003)

Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjamin

keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal, yaitu : (1) Mencegah

penarikan produk pangan yang dihasilkan, (2) Mencegah penutupan pabrik, (3)

Meningkatkan jaminan keamanan produk, (4) Pembenahan dan pembersihan

pabrik, (5) Mencegah kehilangan pembeli/pelanggan atau pasar, (6)
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Meningkatkan kepercayaan konsumen dan (7) Mencegah pemborosan biaya atau

kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk.

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Prinsip
Tahap 6 HACCP

Prinsip 1

Tahap 7 Prinsip 2

Tahap 8 Prinsip 3

Tahap 9 Prinsip 4

Tahap 10 Prinsip 5

Tahap 11 Prinsip 6

Tahap 12 Prinsip 7

Gambar 5. Langkah penyusunan dan implementasi sistem HACCP (CAC, 2003).

Deskripsikan Produk

Identifikasi Produk

Menyusun Flow Chart

Verifikasi Flow Chart

Tetapkan Batas Kritis Untuk Setiap CCP

Tentukan CCP

Tetapkan Sistem Pemantauan Untuk Setiap CCP

Tetapkan Tindakan Koreksi untuk penyimpangan
yang mungkin terjadi

Tetapkan Prosedur Verifikasi

Menyusun Tim HACCP

Daftarkan Semua Bahaya Potensial
Lakukan Analisis Bahaya Tentukan
Tindakan Pengendalian

Tetapkan Penyimpanan
Catatan dan Dokumentasi
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Pendekatan HACCP ini akan membantu dalam perencanaan berbagai

kegiatan keamanan pangan yang memusatkan perhatian pada berbagai bahaya

yang berhubungan dengan jenis makanan yang dikonsumsi dan makanan yang

diolah dan disiapkan (Sudibyo et al, 2016).

2.3.4. British Retail Consortium (BRC)

British Retail Consortium (BRC) adalah suatu organisasi perdagangan

Inggris yang didirikan atas prakarsa beberapa pemilik usaha supermarket atau

swalayan di Inggris, yaitu Tesco, Mark dan Spencer dan Sainsbury’s. Tidak

semua pemilik supermarket atau swalayan menjadikan standar BRC sebagai

persyaratan dagang. Organisasi ini menetapkan berbagai persyaratan bagi

produsen atau pemasok produk pangan yang ingin menjual produknya di

supermarket Inggris (British Retail Consortium, 2006). Dalam pelaksanaan BRC

perlu adanya penerapan sistem yang direcord dan didokumentasikan. HACCP dan

BRC berjalan saling beriringan, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama menjaga

keamanan pangan (Kafel et al, 2013). BRC 2015 menyatakan BRC Global

Standar Keamanan Pangan telah dikembangkan untuk menentukan keselamatan,

kualitas dan kriteria operasional yang dibutuhkan berkaitan dengan kebutuhan

hukum dan perlindungan konsumen.

British Retail Consortium memiliki standar penilaian mutu produk. Aspek

yang dinilai dalam standar proses penyimpanan dan distribusi mencakup

pemeriksaan atau seleksi produk, pengemasan, inspeksi pengendalian mutu dan

proses pembekuan. Kriteria yang wajib dipenuhi dalam standar produk non

pangan berupa sistem manajemen mutu, standar lingkungan pabrik, pengendalian
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produk, pengendalian proses, sumber daya manusia, prosedur evaluasi, penilaian

produk dan laporan evaluasi. Kriteria dalam standar pengemas berupa cakupan

atau lingkup, jenis organisasi, sistem manajemen bahaya dan resiko, sistem

manajemen teknis, standar pabrik, pengendalian kontaminasi, sumber daya

manusia, penentuan kategori resiko dan prosedur evaluasi (British Retail

Consortium, 2001).

Kriteria yang harus dipenuhi dalam standar pangan adalah deteksi logam,

penarikan produk dari distributor, validasi proses pengolahan untuk produk

berkadar asam rendah, validasi proses pasteurisasi, pengendalian hama, audit

internal, traceability, penilaian mutu, penanganan atas keluhan konsumen dan

penentuan umur simpan (British Retail Consortium, 2001).

Keuntungan implementasi standar BRC bagi industri pangan adalah:

a. BRC merupakan standar tunggal yang mengizinkan evaluasi sertifikasi

dilakukan oleh pihak atau badan sertifikasi dan dapat diakreditasi menjadi

standar internasional panduan ISO/IEC 65.

b. Menunjukkan komitmen organisasi untuk menghasilkan produk yang aman.

c. Mendapat pengakuan dari komunitas pedagang Inggris.

d. Mengurangi jumlah audit pemasok.

e. Standar bersifat komprehensif dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan

aspek mutu, sanitasi dan keamanan produk di industri pangan.

f. Industri atau pemasok dapat menerapkan sistem verifikasi tunggal. Verifikasi

tunggal adalah sistem evaluasi yang telah disetujui oleh industri maupun

supplier, yang memungkinkan pihak industry maupun supplier untuk

melaporkan status mereka kepada pihak pedagang produk pangan.
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g. Standar juga dapat digunakan oleh industri pangan untuk memastikan bahwa

pemasok bahan baku telah menerapkan teknik higiene yang baik.

h. Tindakan koreksi atas ketidaksesuaian yang ada dapat melatih industri untuk

mengembangkan sistem keamanan produk, mutu dan higiene oleh perusahaan

itu sendiri. (British Retail Consortium, 2005).

2.4. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

Karakteristik keamanan pangan (food safety) dan pengaruhnya terhadap

kesehatan konsumen menjadi penting atau sebagai kekuatan daya saing khusunya

untuk tujuan ekspor. Pengembangan standar oleh Codex Alimentarius

Commission (CAC), maka standar untuk memenuhi kesehatan konsumen telah

dijadikan pertimbangan utama. Sesuai dengan tuntutan konsumen produk pangan

harus memenuhi persyaratan mutu yang meliputi beberapa aspek dengan urutan

prioritasnya, yaitu aspek keamanan, aspek citarasa, aspek nutrisi, aspek estetika

dan bisnis, serta aspek halal.

Health Canada menunjuk lembaga independen, yaitu Council of Science

and Technology Advisor (CSTA) sebagai pihak yang melakukan penelitian dan

pengembangan mutu dan keamanan pangan. Pendekatan yang digunakan Health

Canada dalam pengambilan keputusan mutu dan keamanan pangan melalui enam

tahap, yaitu identifikasi permasalahan dan konteksnya; analisis risiko dan

keuntungan; identifikasi dan analisis alternatif; penentuan strategi/kebijakan;

implementasi starategi/kebijakan; serta pengawasan dan evaluasi (Wini, 2011).

Pelaksanaan risk analysis sebagai dasar pengembangan kebijakan,

persyaratan teknis dan pengawasan manajemen mutu dan keamanan pangan
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merupakan salah satu komponen yang belum mampu dilakukan oleh beberapa

negara tujuan ekspor dan Indonesia. Uni Eropa, Amerika Serikat dan Kanada

yang menerapkan kaidah risk analysis secara benar. Uni Eropa melakukan risk

analysis melalui European Food Safety Authority, Amerika Serikat melalui Center

for Food and Applied Nutrient dan beberapa lembaga lainnya, dan Kanada

melalui Council of Science and Technology Advisor. Pelaksanaan risk analysis

juga sudah dilaksanakan dengan mengikuti kaidah yang direkomendasikan oleh

Codex, yaitu melalui tahapan risk assesment, risk management dan risk

communication. Selain itu, hasil dan dokumen risk analysis sudah

terdokumentasikan dengan baik (Wini, 2011).



III. BAHAN DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Pengolahan Rajungan Lampung, Maret

2017 sampai dengan Juni 2017.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah data-data sistem manajemen mutu,

dokumen HACCP, serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang

diperoleh dari perusahaan dan sumber lainnya.  Alat yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu kuesioner analisa SWOT untuk mengetahui faktor internal dan

eksternal pada perusahaan berisi tentang Plan, Do, Check, Action di sistem

manajemen mutu, kelemahan sistem manajemen mutu, kebutuhan konsumen,

kerjasama pemerintahan, gaya hidup, pemasok, kompetitor, dan regulasi yang

rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan kuesioner AHP yang berisi tentang

4 kriteria pembanding yang terdiri dari faktor, aktor, tujuan, dan alternatif strategi

yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 2, serta seperangkat komputer dan

alat tulis.

3.3. Metode Penelitian
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Penelitian ini bersifat studi kasus dan metode yang digunakan adalah

metode wawancara dan penyebaran kuesioner. Pengamatan dan wawancara

langsung dilakukan pada bulan May 2017 dengan sampel adalah manajer produksi

dan QA untuk mengumpulkan informasi tentang sistem penjamin mutu dalam

industri olahan rajungan. Informasi yang didapat digunakan sebagai dasar untuk

menyiapkan instrumen kuesioner. Selain informasi tersebut variabel pelaksanaan

sistem penjamin mutu dijadikan sebagai instrumen kuesioner. Hal ini

mengakibatkan terdapat 56 pertanyaan untuk analisa SWOT yang terdiri dari 43

pertanyaan faktor internal dan 13 pertanyaan faktor eksternal. Pertanyaan tersebut

divalidasi dengan diskusi oleh pakar dan menyebarkan 85 kuesioner yang

kemudian diadmnistrasikan dengan responden terpilih.

Untuk membuat kuesioner kedua pada analisa AHP melakukan

pengamatan dan wawancara langsung dengan manager QA. Informasi yang

didapat digunakan sebagai dasar instrumen kuesioner AHP untuk mecapai tujuan

dari penelitian. Selain informasi, variabel pelaksanaan HACCP dijadikan sebagai

dasar instrumen kuesioner. Hal ini mengakibatkan terdapat 4 kriteria pembanding

yang terdiri dari faktor, aktor, tujuan, dan alternatif strategi.

Penentuan jumlah responden untuk analisa SWOT dihitung berdasarkan

metode Slovin dengan menggunakan galat sebesar 10% dari total responden

pekerja proses rajungan 357. Dari total responden 357 orang dengn tingkat galat

10% didapatkan responden sebanyak 85 orang. Total responden dibagi menjadi 9

orang pakar top manajemen, 7 orang middle manajemen, dan 69 orang pelaku

teknis yang berkaitan dengan penjaminan mutu pangan. Rumus Slovin menurut

Sugiyono (2013) yaitu :
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Keterangan:

n= ukuran sampel

N= ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

Penentuan jumlah responden untuk Analytical Hierarcy Process (AHP)

menggunakan 9 orang pakar yang berasal dari top managemen. Data yang

diperoleh merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data

yang diperoleh secara langsung berupa wawancara yang ditulis dalam bentuk

kuisioner dan dilakukan pengolahan.  Data sekunder merupakan data yang telah

tersedia dan berkaitan dengan kajian pengembangan agroindustri. Data tersebut

kemudian dilakukan analisa Streng Weakness Thread Opportunity (SWOT) dan

Analytical Hierarcy Process (AHP).

3.4. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima tahap yaitu, (1) melakukan pengamatan

proses, prasarana, sarana, dan karyawan produksi (2) memberikan dan meminta

reponden mengisi kuisioner kepada 85 responden karyawan rajungan dari level

karyawan, middle manajemen, dan top manajemen yang bertujuan untuk

mengetahui strategi perusahaan yang berisi tentang kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman yang diberikan kepada responden untuk medapatkan hasil SWOT

(Lampiran 1), (3) mengolah hasil data SWOT untuk menyusun strategi

peningkatan penerapan SMMP (4) memberikan dan meminta responden mengisi
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kuesioner AHP kepada 9 orang pakar top management untuk menentukan

peringkat dari hasil strategi yang dan, (5) mengolah hasil AHP untuk menentukan

prioritas strategi peningkatan penerapan SMMP.

Pertanyaan dari kuesioner yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan

dilakukan uji validasi terhadap pertanyaan.  Uji validasi bertujuan untuk

menethaui keakuratan antar pertanyaan, untuk pertanyaan yang tidak akurat

berdasarkan F hitung maka pertanyaan tersebut tidak diikutsertakan dalam

pengujian.  Setelah pertanyaan valid maka dilakukan penyebaran kuesioner

terhadap 85 responden karyawan produksi rajungan dengan memberikan bobot

untuk setiap pertanyaanya.

Berdasarkan hasil perhitungan kemudian data diolah dan digunakan untuk

mengetahui posisi perusahaan dalam kuadram SWOT.  Kuadran SWOT dibagi

menjadi 4 strategi (agresif, turnaround, defensif, dan diversifikasi).  Startegi yang

dibuat berdasrkan posisi perusahaan dari hasil strategi perhitungan dengan

mengaitkan antar komponen. Stategi yang didapat dijadikan sebagai alternatif

pada metode AHP unruk menentukan pemeringkatan. Kuesioner AHP yang diisi

oleh responden dengan menggunakan metode pairwase comparisson .  Metode ini

membandingkan antara komponen dengan skala 1-9.  Hasil data perbandingan

diolah dengan menggunakan program expert Choice 11.

3.5. Analisis Data

Analisa evaluasi dan penerapan system jaminan mutu proses produksi

pada pabrik pengolahan rajungan dilakukan dengan cara:
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3.5.1. Deskripsi SWOT

Analisis deskripsi digunakan untuk mendeskripsikan kelemahan, kekuatan,

kelemahan, dan peluang dari perusahaan. Faktor-faktor tersebut didapat

berdasarkan pengamatan lapang dan wawancara langsung oleh para pakar.

3.5.2. Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti 2006). Matriks SWOT adalah alat

yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan dalam

menerapkan sistem HACCP. Langkah-langkah dalam membuat analisis SWOT

yang diadopsi dari Fahmi (2016) dan Marimin (2004) adalah:

1. Menyusun dan menentukan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman pada perusahaan

Peneliti melakukan pengamatan lapang dan wawancara langsung terhadap

manager produksi dan QA yang kemudian membuat fakor-faktor yang terdiri

dari Plan, Do, Check, Action,kelemahan sistem manajemen mutu, kebutuhan

konsumen, kerjasama pemerintahan, gaya hidup, pemasok, kompetitor, dan

regulasi perdagangan internasional.

2. Menganalisis strategis dengan pendekatan matriks SWOT

Pada tahap ini dilakukan analisis dan penentuan keputusan dengan

menempatkan pendekatan matriks SWOT dimana setiap hubungan diberikan

solusi strategi, yang terdiri dari beberapa tahapan dibawah ini;
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a. Melakukan penyusunan faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan dengan

membagi menjadi dua bagian yaitu fakor internal dan faktor eksternal.

b. Memberikan bobot dengan skala 1,0 (sangat penting) hingga 0,1 (tidak

penting).  Bobot dapat diperoleh dengan berbagai macam teknik

pembobotan.

c. Memberikan rating terhadap faktor internal dan eksternal berdasarkan

pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.  Rentang nilai rating 1 (kurang

berpengaruh) sampai 5 (sangat berpengaruh).

d. Menghitung skoring dengan cara mengalikan bobot dan rating.

e. Menjumlahkan total skor pembobotan masing-masing faktor internal dan

eksternal.  Nilai yang dihasilkan diletakkan pada kuadran yang sesuai untuk

kemudian dilakukan pembuatan matriks SWOT yang akan menjelaskan

alternatif strategis yang dapat dilakukan.

3. Menentukan posisi perusahaan berdasarkan matriks SWOT

Posisi perusahaan didapat dari hasil selisih antara faktor kekuatan dan

kelemahan serta faktor peluang dan ancaman. Pada kuadran 1 merupakan

strategi agresif yaitu memacu perutmbuhan perusahaan. Kuadran 2 merupakan

strategi turnaround atau penyehatan yaitu manajemen memanfaatkan peluang

bisnis yang tersedia untuk mengurangi bahkan mengeliminasi kelemahan

perusahaan yang ada. Kuadran 3 merupakan strategi diversifikasi, perusahaan

hendak menggunakan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk

menghindari efek negatif dari ancaman bisnis yang dihadapi. Kuadarn 4

merupakan strategi bertahan yakni strategis bisnis yang masih mungkin
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ditemukan dan dipilih dengan meminimalisasi kelemahan dan menghindarai

ancaman bisnis.

4. Menentukan keputusan strategis

Tahap menentukan keputusan strategis mengacu pada posisi perusahaan saat

ini   untuk mengetahui kombinasi strategi yang paling tepat. Faktor internal

dan ekternal yang diambil dapat berupa dari skor tertinggi yang mengacu pada

posisi perusahaan.  Strategi yang didapat dari hasil analisa dapat diaplikasikan

secara simultan pada perusahaan.

Data pada kuesioner yang telah diisi oleh responden ditabulasi, diolah, dan

dianalisis.  Responden memberikan rating pada masing-masing pertanyaan dari

angka 1-5.  Rating merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh pihak tertentu

terhadap suatu hal dari berbagai skala dengan indikator tertentu, 1(sangat tidak

baik), 2 ( tidak baik), 3 (netral), 4 (baik), 5 (sangat baik) didisi berdasarkan sudut

pandang dari responden.  Setelah menentukan rating dilakukan penilaian bobot

pertanyaan dengan skala 0,001 -0,100 berdasarkan besar kecilnya pengaruh

komponen dengan makna 0,001 (sangat tidak penting), 0,025 (tidak penting),

0,050 (standar), 0,075 (penting), dan 0,100 (sangat penting).  Bobot merupakan

nilai mutu yang menitikberatkan terhadap suatu hal.  Perhitungan skoring

dilakukan berdasarkan perkalian antara bobot dan rating untuk menetukan

prioritas dai pertanyaan.

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan

dan kelemahan perusahaan. Matriks SWOT akan menghasilkan 4 strategi, yaitu :
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1. Strategi S-O (Strength-Opportunity)

Strategi yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih

peluang-peluang yang terdapat pada luar perusahaan.

2. Strategi W-O (Weakness-Opportunity)

Strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan

cara meminimalkan kelemahan.

3. Strategi S-T (Strength-Thread)

Strategi yang digunakan dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki

perusahaan untuk mengatasi ancaman.

4. Strategi W-T (Weakness-Thread)

Strategi yang berdasarkan kepada usaha meminimalkan kelemahan yang ada

serta menghindari ancaman.

3.5.3. Analisa AHP

Mehta et.al (2014) menyatakan bahwa Analytical Hierarcy Process (AHP)

digunakan untuk memprioritaskan kriteria implementasi Total Quality

Management (TQM). Menurut Marimin (2010), prinsip kerja AHP adalah

menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan

dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata ke dalam suatu hierarki.

Kemudian diberikan pembobotan kepada masing-masing level hierarki dan

diberikan penilaian secara numerik. Penilaian yang berbentuk kuantitatif

kemudian dibandingkan dengan peubah-peubah lain dalam hierarki tersebut.

Berdasarkan data dari berbagai perbandingan yang didapat kemudian

dilakukan analisis untuk menetapkan peubah yang memiliki prioritas tinggi dan
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sangat berperan dalam mempengaruhi hasil atau goal yang terdapat pada hierarki

tersebut. Pada penelitian ini metode AHP menggunakan program expert choice

11 namun untuk proses pelaksanaanya peneliti mengadopsi langkah – langkah

penyusunan dari Saaty (1991)

Menurut Saaty (1991), langkah-langkah penyusunan AHP adalah sebagai
berikut :

1. Mendefinisikan masalah / persoalan dan menentukan solusi dan pemecahan

masalah yang diinginkan.

Tahap ini difokuskan pada identifikasi permasalahan mutu perusahaan dan

kinerja setiap bagian yang ada di perusahaan. Untuk mengetahui data tersebut

dilakukan wawancara pada para pakar yang terdapat pada perusahaan.

Selanjutnya dilakukan fokus analisis, kemudian ditentukan komponen-

komponen pendukung dari fokus tersebut. Komponen-komponen pendukung

selanjutnya dilakukan pendefinisian secara cermat untuk menyatukan

persamaan persepsi antara peneliti dan responden pakar yang di wawancara.

2. Membuat struktur hierarki dari sudut pandang manajemen secara menyeluruh.

Setelah komponen-komponen dari fokus analisis diketahui, kemudian

dilakukan pembuatan struktur hierarki. Pembuatan hierarki bertujuan untuk

mengetahui tingkatan-tingkatan analisis. Penyusunan model hierarki ini terdiri

dari beberapa tingkat, dengan seperangkat peubah, yaitu unsur manajemen

mutu.

Fokus identifikasi permasalahan tersusun beberapa tingkatan seperti tingkatan

satu adalah fokus sasaran / cita-cita utama/ ultimate goal, tingkat kedua adalah

faktor atau kriteria masalah, tingkat tiga adalah aktor atau pelaku, tingkat

keempat adalah objektif atau tujuan yang ingin dicapai yaitu sesuai dengan
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fokus sasaran utama tingkat pertama, dan tingkat kelima adalah skenario atau

alternatif pemecahan masalah. Contoh struktur hierarki dari identifikasi

pemecahan masalah dapat dilihat pada Gambar 6.

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi

relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat

di atasnya.

Matriks perbandingan berpasangan adalah matriks yang membandingkan bobot

unsur dalam suatu hierarki dengan unsur dalam hierarki di bagian atasnya.

Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk

kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan

dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan

prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan

dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi

dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan

elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih

sebuah kriteria dari level paling atas hirarki misalnya Ultimate Goal (UG) dan

kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan

misalnya F1, F2, F3, dan F4, dan begitupun seterusnya hingga level alternatif.

4. Mengumpulkan semua pertimbangan yang dilakukan dari hasil perbandingan

yang diperoleh pada langkah 3.  Setelah matriks perbandingan berpasangan

antar elemen dibuat, selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan antara

setiap elemen pada kolom ke-i dengan setiap elemen ke-j, yang berhubungan
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Identifikasi Masalah

dengan fokus identifikasi permasalahan. Skala perbandingan berpasangan dan

maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty (1991) terdapat pada Tabel 2.

Tingkat 1
Fokus/Ultimate Goal

Tingkat 2

Faktor/Kriteria

Masalah

Tingkat 3

Aktor/Pelaku

Tingkat 4

Tujuan

Tingkat 5

Skenario/

Alternatif

Gambar 6. Struktur hierarki identifikasi permasalahan proses (Saaty, 1991)

F     F1 F     F2 F     F3 F     F4

F A1 F A2 F A3 F A4

F T1 F     T2 F     T3 F     T4

S1 F     S2 S3 F     S4
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Setelah itu hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari

1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen.

Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka

hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa

membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada

sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan.

Tabel 2. Tabel skala perbandingan berpasangan

Nilai Skala Definisi Penjelasan
1 Kedua elemen sama penting Dua elemen mempengaruhi

sama kuat pada sifat itu
3 Elemen satu sedikit penting

dari lainnya
Pengalaman atau pertimbangan
sedikit menyokong satu elemen
atas lainnya

5 Elemen yang satu jelas lebih
penting dibanding elemen
lainnya

Pengalaman atau pertimbangan
dengan kuat disokong dan
dominasinya terlihat dalam
praktek

7 Satu elemen sangat jelas
lebih penting dibanding
elemen lainnya

Satu elemen dengan kuat
disokong dan dominasinya
terlihat dalam praktek

9 Satu elemen mutlak lebih
penting dibanding elemen
lainnya

Sokongan elemen yang satu
atas yang lainnya terbukti
memiliki tingkat penegasan
tertinggi

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara kedua
pertimbangan di atas

Kompromi diperlukan di antara
dua pertimbangan

Kebalikan
nilai-nilai
di atas

Bila nilai-nilai di atas dianggap membandingkan atara elemen
A dan B, maka nilai-nilai kebalikan ( ) digunakan untuk
membandingkan kepentingan B terhadap A

Sumber : Saaty, 1991

5. Memasukkan nilai-nilai kebalikan beserta bilangan satu (1) sepanjang

diagonal utama. Angka 1-9 digunakan bila F1 lebih mendominasi atau

mempengaruhi sifat UG dibandingkan dengan F2. Sedangkan F1 kurang
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mendominasi atau mempengaruhi dibanding dengan F2, maka digunakan

angka kebalikannya pada kolom diagonal sebaliknya.

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. Perbandingan

dilanjutkan untuk semua elemen pada setiap tingkat keputusan yang terbatas

pada hierarki, berkenaan dengan kriteria elemen di atasnya.

Pengambilan data AHP berupa kuesioner yang dapat dilihat pada Lampiran

2. Kuesioner AHP yang diisi oleh responden dengan menggunakan metode

pairwase comparisson .  Metode ini membandingkan antara komponen dengan

skala 1-9.  Menurut Sutrisno (2013), setelah dilakukan pengolahan data dapat

diketahui strategi yang terpilih untuk diprioritaskan oleh perusahaan dalam

menjalankan sistem mutu keamanan pangan HACCP.

3.5.4 Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan.

Implementasi dilakukan setelah didapat hasil perhitungan AHP. Hasil prioritas

tertinggi dijadikan strategi terpilih yang diprioritaskan untuk dilakukan penerapan.

Implementasi akan dilakukan selama 1 bulan untuk mengetahui adanya komplain

konsumen yang dilihat dari data komplain perusahaan dan direcord pada Critical

Control Point (CCP) proses produksi.

Langkah – langkah yang dilakukan untuk proses implementasi yaitu:

1. Sosialisasi sistem jaminan mutu

Sosialisasi dilakukan oleh Tim HACCP kepada karyawan tentang sistem

manajemen mutu proses produksi. Tujuan sosialisasi yaitu menanamkan
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tanggung jawab akan kemanan pangan pada proses produksi.  Untuk

mengetahui hasil dari sosialisasi dilakukan monitoring terhadap sistem jaminan

mutu.

2. Monitoring sistem jaminan mutu

Monitoring sistem jaminan mutu dilakukan dengan cara pengamatan di

lapangan.  Dilakukan evaluasi tehadap sistem jaminan mutu setelah hasil

pengamatan.

3. Evaluasi SMMP yang diterapkan

Dilakukan evaluasi dengan melihat kondisi bangunan dan proses produksi

apakah masih berjalan efektif  atau tidak.

4. Implementasi hasil evaluasi

Implementasi yang dilakukan berdasarkan prioritas tertinggi dari hasil

AHP, namun sesuai dengan kemampuan perusahaan dari segi biaya maupun

waktu pelaksaaan.  Identifikasi pelaksanaan implementasi dilihat juga dari

masalah yang serirng muncul. Implemntasi dalam proses produksi harus

dilakukan record

Pengendalian proses dilakukan dengan cara perekaman dengan

menggunakan form record benda asing pada setiap tahapan prosesnya. Hal ini

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kembali pada setiap

tahapan proses produksi terhadap ancaman benda asing. Form perekaman

disajikan pada Lampiran 11.

QC melakukan sampling pada setiap tahapan proses setiap 2 jam untuk

memastikan produk terbebas dari benda sing.  Form perekamann dievaluasi

oleh quality control lapangan dan hasilnya akan diverifikasi oleh supervisor
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quality control.  Hasil verifikasi benda asing akan dibahas dalam tinjauan

manajemen dan ditindaklanjuti sebagai corrective action internal.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Analisis SWOT mengasilkan delapan strategi pengembangan SMMP “value –

added” daging rajungan; Setelah disusun prioritasnya dengan metode AHP, tiga

prioritas utamanya yaitu (a) memperbaiki sarana dan prasarana ruang produksi

sesuai dengan persyaratan HACCP khususnya penambahan lampu UV untuk

memudahkan pengecekkan serpihan benda asing agar tidak terikut dalam daging

rajungan, (b) memotivasi seluruh karyawan untuk bekerja mengikuti SMMP

yang telah diperbaiki secara ketat, dan (c) memonitor dan mengevaluasi hasil

kerja seluruh karyawan sesuai dengan SMMP yang telah diperbaiki.

2. Sejak menerapkan tiga prioritas perbaikan SMMP tersebut diatas, komplain

konsumen tidak terjadi lagi selama enam bulan terakhir.  Hal ini menunjukkan

bahwa perusahaan dapat menghindari kerugian finansial akibat komplain

konsumen sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) lebih per tahun.

5.2. Saran

1. Penerapan tiga prioritas utama perbaikan SMMP “value –added” daging

rajungan;perlu terus dilakukan agar kerugian finansial perusahaan dapat terus

dihindari dan pengembangan pemasaran produk value added daging rajungan

dapat berkembang lebih pesat.

2. Evaluasi SMMP untuk produk lain perlu segera dilakukan untuk menghindari

kerugian perusahaan akibat complain produk lain dari konsumen.
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